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Subbagian Humas dan TU Kepala Perwakilan

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan

Pakar : Perlu Libatkan BPK
Pabkar: Perfu

Libaticarn BPK .

KASUS DPRD Sidrap ini mirip dengan
perkara yang digarap Kejari Banta-
eng. Mereka telah menetapkan em-
pat pimpinan DPRD Bantaeng sebagai
tersangka dalam kasus dugaan tindak
pidana korupsi.

Kasus terse-
. but Merupakan
¢ tunjangan ke-
. sejahteraan be-
. rupa rumah ne-
! gara dan belan-
, ja rumah tang-
Y ga untuk pim-
s pinan DPRD
Bantaeng masa
jabatan 2019-
7 R v 2024.
Prof Hambali Thalib sar?ngrantasti:r?;—
masing Ketua, Wakil KetuaIdanll, ser-
ta Sekretaris DPRD Bantaeng: Ham-
syah Ahmad, Irianto dan Muh Ridwan,
serta Jufri Kau.

Pakar Hukum Pidana Universitas
Muslim Indonesia (UMI) Makassar Prof
Hambali Thalib menjelaskan penentu-
an kerugian negara bisa dilakukan oleh
Inspektorat, namun penentuan keru-
gian finalnya ada di BPK.

“Jadi dia bisa audit, menghitung,
tapi finalisasi ada kerugian atau tidak
itu Mmelalui BPK. Jadi kalau inspekto-
rat ada juga aparat pemeriksa inter-
nal berdasarkan UU 30/2014 itu boleh
saja. Nah, dialah menentukan apakah
karena ada kerugian negara. Akan te-
tapi, finalisasi temuannya itu melalui
BPK,” jelasnya.

Untuk pengembalian kerugian ne-
gara, tidak menghilangkan pertang-
gungjawaban, kecuali belum dilidik.
“Jadi boleh itu pengembalian ketika
belum dilidik. Kalau sudah dilidik, itu,
kan, sudah masuk dalam projustisia,”
ucap Hambali.

“Norma hukumnya tidak bisa lagi

.karena itu sudah masuk projustisia.

Kalau misalnya masih temuan admi-
nistrasi belum ditangani oleh penyidik
itu boleh saja. Boleh dengan pengem-
balian, tapi kalau sudah berjalan pro-

ses_hukurmnya, proses hukumnmnya itua,
itu tadi mulai dari lidik atau sidik,” tam+

bah Hambali.

Pengembalian kerugian negara sa-
lah satu wujud iktikad baik yang ber-
sangkutan. Jadi pengembalian kerugi-
an negara itu dalam teori dimungkin-
kan dalam pertanggungjawaban keke-
liruan administrasi keuangan.

“Makanya itu bisadikembalikan pada
saat sebelum penyidikan dalam prak-
tik. Sebenarnya kalau penyidiknya ek-
strem, tidak ada itu lagi pengembalian
karena sudah masuk projustisia. Arti-
Nnya proses hukum sudah berjalan, bu-
kan lagi proses administrasi,” tuturnmya.
(ams/zuk)
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